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KEPALA DESA SITINJO II
KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA SITINJO Il
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD) DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SITINJO I,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 2
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, yang disusun sesuai dengan kebutuhan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan
Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPRP-APB Desa)
Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);




10.

1.

12.

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 201_4 tentar.lg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, ’I'amlmhan' Lembaran N'egara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Desa, Pemban
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun

Membangun (Berita Negara Repu
Nomor 300);

gunan Daerah Tertinggal
2016 tentang Indeks Desa
blik Indonesia Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



13.

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

22

Peraturan Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahup 2017
tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman

Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembngunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
530);

Peraturan Menteri Desa, Pemban

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
Pendataan dan

gunan Daerah Tertinggal

2021 tentang Pendaftaran,
Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023

lentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6223);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penyusunan

Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun

2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 180);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Desa Sitinjo 1II Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-
2029 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2024 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sitinjo II



Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Degg
Sitinjo 11 Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031
(Lembaran Desa Sitinjo Il Nomor 4 Tahun 2024);

38. Peraturan Desa Sitinjo 11 Nomor. 2 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Desa Sitinjo Il Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO 1]
dan
KEPALA DESA SITINJO 11

MEMUTUSKAN

Menctapkan @ PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGA
PEMERINTAHAN DESA DAN LA

PORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Arggarah Pendapatan dan Belanja Desa Tahup Anggaran 2024 dengan perincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp. 1.316.845.650, -
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 445.677.500, -
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Rp. 478.470.000,-
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp. 32.128.150,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.  310.170.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Mendesak Rp. 50.400.000.,-
Jumlah Belanja Rp. 1.316.845.650,-
Surplus/Defisit 0,-

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) li}_) . 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut
- Desa sebagaimana
- terdiri dari :

mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belax}jq
dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini

a. Lampiranl : Laporan Keuangan.

b LampiranIl : Laporan Realisasi Kegi

atan Periode 01 Januari s.d. 31 Desember
Tahun Anggaran 2024

0

Lampiran III Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya
4 yang masuk ke Desa.



Pasal 3

an-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

Lampit hkan dari Peraturan Desa ini.

(idak terpisa
Pasal 4

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
T

\ear sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa

i dalam lembaran desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sitinjo II
pada tanggal %\ Desembor 2024

KEPALA DESA SITINJO 11,

o

UMUM SUKARJO

Diundangkan di Sitinjo II
pada tanggal 31 Deember zo24

Lembaran Desa Sitinjo Il Tahun 2024 Nomor 6




